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Abstrak 
Penelitian ini berjudul Strategi Bawaslu dalam Mencegah Terjadinya Money Politik pada Pilkada 2024 (Studi 
Kasus pada Bawaslu Kota Mataram). Penelitian ini bertujuan untuk memahami strategi yang diterapkan oleh 
Bawaslu Kota Mataram dalam mencegah praktik money politik pada Pilkada 2024, serta mengidentifikasi 
faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan meliputi sosialisasi kepada masyarakat, 
pengawasan langsung, serta pemanfaatan media sosial. Faktor pendukung utama adalah kemajuan teknologi 
dan meningkatnya pendidikan politik masyarakat, sedangkan faktor penghambat mencakup kesenjangan 
ekonomi dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif money politik. Dampak yang 
ditimbulkan meliputi kerusakan integritas demokrasi, ketidakadilan dalam pemilu, dan menurunnya 
kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Dengan demikian, diperlukan kolaborasi yang kuat antara 
Bawaslu, masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk memastikan pemilu yang bersih dan berintegritas. 
 
Kata Kunci: Money Politik, Bawaslu, Pilkada 2024, Strategi Pencegahan, Demokrasi. 
 

Abstract 
This research is entitled Bawaslu's Strategy in the Event of Political Money in the 2024 Regional Elections 
(Case Study of Bawaslu in Mataram City). This research aims to understand the strategies implemented by 
Mataram City Bawaslu in preventing the practice of money politics in the 2024 Regional Elections, as well as 
identifying supporting and inhibiting factors. This research uses a qualitative method with a descriptive 
approach. Data collection techniques are carried out through interviews, observation and documentation. The 
research results show that the strategies implemented include outreach to the community, direct supervision, 
and the use of social media. The main supporting factors are technological advances and increasing public 
political education, while inhibiting factors include economic inequality and low public awareness of the 
negative impacts of money politics. The impacts include damage to the integrity of democracy, injustice in 
elections, and a decline in public trust in the election process. Therefore, strong collaboration is needed 
between Bawaslu, the community and law enforcement officials to ensure clean elections and integrity. 
 
Keywords: Money Politics, Bawaslu, 2024 Regional Election, Prevention Strategy, Democracy. 

 
PENDAHULUAN 

 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem 

demokrasi di Indonesia yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin daerah 
secara langsung. Pilkada tidak hanya menjadi sarana untuk menentukan pemimpin, tetapi juga 
untuk mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pilkada merupakan bagian dari 
rangkaian Pemilu yang diadakan untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota (Pasal 1, UU No. 10 Tahun 2016). Pemilihan ini diharapkan dapat mencerminkan 
kehendak rakyat dan menghasilkan pemimpin yang amanah. Namun, dalam pelaksanaannya, 
Pilkada sering kali diwarnai dengan praktik money politik yang merusak kualitas demokrasi. 
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Money politik adalah tindakan memberikan uang atau barang oleh calon pemimpin atau pihak 
tertentu kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka. Praktik ini merusak 
prinsip dasar demokrasi karena pemilih seharusnya memilih berdasarkan visi, misi, dan 
integritas calon, bukan berdasarkan iming-iming materi (Mahfud MD, 2018). 

Pengertian Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah 
sarana untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat dan untuk memilih wakil-wakil yang akan 
duduk di lembaga-lembaga negara. Pemilu mencakup Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan 
Pemilu Kepala Daerah, termasuk Pilkada. Pemilu yang bersih, adil, dan transparan adalah tujuan 
utama yang ingin dicapai agar demokrasi Indonesia tetap berjalan dengan sehat dan efektif. 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga negara yang memiliki tugas penting 
dalam menjaga integritas proses pemilu, termasuk Pilkada, melalui pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pemilu dan pencegahan praktik-praktik yang merusak jalannya pemilu, seperti 
money politik. Bawaslu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Pemilu, yang kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017. Pasal 1 ayat 6 UU No. 15 Tahun 2011 mendefinisikan Bawaslu sebagai lembaga yang 
memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu dan memberi rekomendasi atas 
pelanggaran yang ditemukan. Tugas dan wewenang Bawaslu tercantum dalam Undang-Undang 
Pemilu, yang antara lain adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu, termasuk 
pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran money politik dan praktik curang lainnya. 
Pasal 92 UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi 
seluruh tahapan Pemilu dan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran. Dalam hal ini, Bawaslu 
tidak hanya mengawasi jalannya Pemilu, tetapi juga bertindak sebagai pengawas yang mampu 
menindaklanjuti setiap temuan pelanggaran yang terjadi, termasuk money politik yang sering 
terjadi dalam Pilkada. 

Money politik, menurut Mahfud MD (2000), merujuk pada praktik penggunaan uang atau 
sumber daya lainnya untuk memengaruhi jalannya proses politik, baik dalam pemilu maupun 
pengambilan keputusan politik. Hal ini terjadi ketika aktor politik atau kandidat menggunakan 
uang untuk memperoleh dukungan atau memenangkan pemilihan, yang seringkali merusak 
prinsip demokrasi. Ciri-ciri money politik meliputi pemberian uang atau barang kepada pemilih, 
pengorganisasian massa dengan iming-iming material, serta dominasi aktor yang memiliki 
sumber daya ekonomi terhadap kebijakan politik. Dalam konteks ini, money politik berpotensi 
menciptakan ketidakadilan karena lebih mengutamakan kekuatan finansial daripada kualitas 
kandidat atau kebijakan yang diusung. 

Money politik memiliki dua jenis utama, yaitu money politics langsung dan tidak langsung. 
Money politics langsung melibatkan pemberian uang atau barang secara langsung kepada 
pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka pada saat pemilu. Sementara itu, money politics 
tidak langsung terjadi ketika uang digunakan untuk mendukung kandidat dalam bentuk 
kompensasi atau hadiah setelah pemilu, dengan tujuan memperoleh dukungan atau loyalitas. 
Penyebab utama munculnya money politik berkaitan dengan ketimpangan ekonomi yang 
menyebabkan adanya ketergantungan pada uang dalam politik, lemahnya pengawasan dalam 
proses pemilu, serta tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh calon politisi untuk 
memenangkan pemilu (Sartori, 2005). Ketimpangan tersebut memperburuk demokrasi, karena 
sistem politik dapat dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar. 

Sebagai bagian dari upaya pencegahan money politik, Bawaslu Kota Mataram telah 
mengimplementasikan berbagai strategi, seperti sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, 
termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Sosialisasi ini tidak 
hanya dilakukan di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah pedesaan yang lebih 
rentan terhadap praktik politik uang. Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie (2012), 
yang menyatakan bahwa pencegahan money politik harus dimulai dengan membangun 
kesadaran politik masyarakat serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan 
Pemilu. Penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Pemilu dan Demokrasi (2021) mengungkapkan 
bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya pencegahan, praktik money politik tetap 
menjadi tantangan besar dalam pemilu Indonesia. Artikel tersebut menyebutkan bahwa media 
sosial kini menjadi alat yang efektif dalam mendeteksi dan melaporkan praktik politik uang, 
karena kemudahan akses dan kemampuan untuk menyebarluaskan informasi secara cepat. 
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Dengan memanfaatkan teknologi ini, Bawaslu dapat meningkatkan pengawasan terhadap praktik 
money politik yang sering kali sulit dilacak melalui metode konvensional. 

Namun, meskipun ada berbagai upaya, money politik masih memiliki dampak besar 
terhadap Pilkada, terutama di daerah-daerah yang rentan. Dampak tersebut mencakup 
menurunnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, rendahnya kualitas pemilih dalam 
menentukan pilihan, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem politik (Kompas, 
2020). Praktik ini juga menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilihan, di mana mereka yang 
memiliki sumber daya lebih besar lebih mudah memengaruhi hasil pemilu, sehingga merugikan 
calon yang lebih kompeten tetapi kurang berdaya finansial. Bawaslu Kota Mataram berperan 
penting dalam mengawal Pilkada 2024 agar tetap berjalan secara transparan dan bebas dari 
praktik money politik. Melalui berbagai upaya seperti sosialisasi, pelatihan, dan penguatan 
kerjasama dengan pihak-pihak terkait, diharapkan integritas Pilkada dapat terjaga dengan baik. 
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh 
Bawaslu Kota Mataram dalam mencegah terjadinya money politik pada Pilkada 2024 serta faktor 
pendukung dan penghambat yang ada dalam implementasi strategi tersebut, serta dampak yang 
ditimbulkan dari kasus money politik ini. Dengan ini, kami mengkaji lebih mendalam mengenai 
"Strategi Bawaslu dalam Mencegah Terjadinya Money Politik pada Pilkada 2024: Studi 
Kasus pada Bawaslu Kota Mataram". 
METODE 
1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif, menurut 
Sugiyono (2017), bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui pandangan subjek 
penelitian dengan menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Jenis deskriptif, 
sebagaimana dijelaskan Nazir (2005), bertujuan menggambarkan fenomena secara sistematis, 
faktual, dan akurat tanpa mencari hubungan sebab-akibat. Penelitian ini berfokus pada strategi 
pencegahan money politics oleh Bawaslu Kota Mataram, faktor pendukung dan penghambat 
dalam pencegahan money politics, dan dampak dari kasus money politics pada pilkada 2024. 
2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian mengacu pada tempat atau kondisi sosial yang terkait dengan topik yang 
sedang diteliti (Iskandar, 2008:219). Peneliti perlu memperhatikan teori-teori yang relevan, 
kondisi nyata di lapangan, serta faktor praktis seperti waktu dan biaya. Dalam penelitian ini, 
tempat yang dipilih adalah Kantor Bawaslu Kota Mataram. Penelitian dilaksanakan pada Selasa, 
19 November 2024. 
3. Informan Penelitian 

Informan adalah individu atau pihak yang memberikan informasi atau data dalam suatu 
penelitian, wawancara, survei, atau studi kasus. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih 
adalah Kepala Sub Bagian Bawaslu Kota Mataram dan Staf ASN Bawaslu Kota Mataram. Kepala 
Sub Bagian Bawaslu Kota Mataram bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi 
pelaksanaan tugas-tugas Bawaslu di tingkat kota, termasuk memastikan kegiatan pengawasan 
pemilu berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Staf ASN Bawaslu Kota Mataram, di sisi 
lain, memiliki tugas dalam mendukung administrasi dan operasional Bawaslu, termasuk 
pengelolaan data, dokumentasi, dan membantu proses-proses administratif yang mendukung 
fungsi pengawasan. Kedua informan ini memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran 
tugas Bawaslu Kota Mataram. 
4. Teknik Pengumpulan Data : 
1). Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui komunikasi langsung antara peneliti 
dan responden. Afifuddin (2009: 131) menjelaskan bahwa wawancara dilakukan dengan 
mengajukan pertanyaan kepada informan atau responden untuk mendapatkan informasi yang 
relevan. 
2). Observasi 

Widoyoko (2014: 76) mendefinisikan observasi sebagai proses pengamatan dan pencatatan 
sistematis terhadap fenomena pada objek penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung 
atau tidak langsung tergantung pada kebutuhan penelitian  
3). Dokumentasi 
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Paul (2005: 210) mendefinisikan dokumentasi sebagai aktivitas pengumpulan, pengolahan, 
penyimpanan, dan penyebaran dokumen yang relevan untuk mendukung penelitian. Melalui 
dokumentasi, data diperoleh dari dokumen internal, laporan kegiatan, dan sumber tertulis 
lainnya. 
5.  Teknik Analisis Data 
1). Reduksi Data 

Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan diseleksi dan difokuskan pada inti informasi 
yang relevan. Proses ini melibatkan pengelompokan data yang berhubungan langsung dengan 
strategi Bawaslu dalam mencegah politik uang, faktor pendukung, faktor penghambat, serta 
dampak yang ditimbulkan. Data tentang kegiatan patroli pengawasan atau laporan efektivitas 
sosialisasi kepada masyarakat dipilih untuk dianalisis lebih lanjut. 
2). Penyajian Data 

Setelah data diringkas, langkah berikutnya adalah menyusun informasi tersebut dalam 
format yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Data dapat disajikan dalam bentuk deskripsi 
naratif, diagram, atau tabel. Penyajian dalam narasi deskriptif dapat menggambarkan tahapan 
pelaksanaan sosialisasi Bawaslu, tabel berisi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan 
pencegahan, atau grafik yang menunjukkan dampak politik uang terhadap kualitas pemilu. 
3). Penarikan Kesimpulan 

Pada tahap akhir, dilakukan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis untuk 
memperoleh kesimpulan yang sesuai. Peneliti dapat merumuskan sejauh mana strategi yang 
diterapkan oleh Bawaslu efektif dalam mencegah politik uang. Kesimpulan dapat mencakup 
keberhasilan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, kendala utama yang masih 
perlu diatasi, serta rekomendasi untuk memperkuat pengawasan di masa depan. 
6. Teknik Keabsahan Data 
Uji Kredibilitas, teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan 
mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Beberapa cara untuk melakukan uji kredibilitas 
antara lain adalah memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis 
kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan melakukan membercheck. Teknik ini 
dikembangkan oleh Moleong (2017). 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pertama yakni Kepala Sub Bagian Bawaslu 
Kota Mataram berinisial ERB pada hari Selasa, 19 November 2024 Jam 08.00-9.00 di kantor 
Bawaslu kota Mataram, beliau menjelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam pengawasan Pemilu yakni: 

" Kami disini menerapkan berbagai strategi yang melibatkan sosialisasi, pengawasan 
langsung, dan pemanfaatan media sosial. sosialisasi yang komprehensif dilakukan melalui berbagai 
saluran, baik secara langsung maupun menggunakan platform media sosial seperti website resmi 
Bawaslu, Facebook, dan Instagram. Kami ingin menciptakan pengawasan partisipatif yang 
berkualitas dan melibatkan masyarakat dalam mengawasi jalannya Pemilu. Salah satu upaya kami 
dalam melakukan pencegahan praktik money politic adalah dengan memetakan potensi 
pelanggaran Pemilu, khususnya daerah-daerah yang rawan terhadap praktik tersebut. Pemetaan 
ini memungkinkan kami untuk melakukan pencegahan lebih dini. Kami juga menginisiasi deklarasi 
Kampung Pengawasan Pemilu sejak 2019, yang tidak hanya melibatkan pemberian himbauan, 
tetapi juga pembentukan gerakan anti-money politic di tingkat desa. Meski demikian, kami juga 
tetap menghadapi beberapa faktor penghambat dalam upaya pencegahan money politic, seperti 
rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya di desa-desa yang rentan terhadap 
praktik money politic. Keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang kami miliki juga menjadi 
tantangan besar dalam pengawasan menyeluruh di seluruh wilayah. Dampak yang timbul dari 
kasus money politik yang sudah ada sejak dulu sampai saat ini meliputi ketidakadilan dalam pemilu 
serta rusaknya integritas demokrasi." 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kedua yakni staf ASN Bawaslu Kota 
Mataram yang berinisial NS pada hari Selasa, 19 November 2024 Jam 09.00-10.00 di kantor 
Bawaslu kota Mataram, beliau menjelaskan berbagai strategi yang diterapkan untuk mencegah 
praktik money politic dalam Pemilu di Kota Mataram yakni: 
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" Kami disini mengedepankan pendekatan yang inklusif dengan melibatkan berbagai pihak 
seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Kami melibatkan 
berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya money politic. Salah satu 
langkah yang kami ambil adalah melaksanakan sosialisasi di wilayah perdesaan yang rentan 
terhadap praktik politik uang, serta mengadakan pelatihan dan diskusi untuk mengedukasi 
masyarakat mengenai pentingnya Pemilu yang bersih dan jujur. Dalam hal pencegahan, kami 
menekankan pentingnya kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memperkuat 
pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran terkait money politic. Faktor pendukung 
utama yang mendukung kami dalam mencegah money politics adalah meningkatnya kesadaran 
masyarakat mengenai integritas Pemilu dan efektivitas penggunaan media sosial untuk 
menyebarkan informasi. Kami optimis dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat 
tentang bahaya money politic, praktik tersebut dapat berkurang. Sedangkan faktor 
penghambatnya seperti masyarakat yang kurang sadar akan bahayanya kasus money politik ini, 
karena mereka masih mempercayai bahwa money politik ini sebagai tradisi bila pemilu tiba. Selain 
itu juga ada dampak yang ditimbulkan seperti hilangnya kepercayaan terhadap publik ataupun 
kesenjangan sosial akibat kasus money politik. Namun, kami juga menghadapi beberapa faktor 
penghambat, seperti terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki 
Bawaslu, yang menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal di seluruh 
wilayah. Keterbatasan anggaran dan SDM menjadi tantangan besar bagi kami, keberadaan oknum-
oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang praktik politik uang juga menjadi 
hambatan dalam pemberantasan money politic. Sehingga dampak dari praktik money politic masih 
dirasakan, terutama dalam rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. 
Meskipun demikian, kami tetap optimis bahwa dengan upaya yang terus dilakukan, kesadaran 
masyarakat akan meningkat, dan praktik money politic akan semakin berkurang. Dengan 
kerjasama yang solid antara Bawaslu, aparat penegak hukum, dan masyarakat, kami berharap 
Pemilu yang akan datang dapat lebih bersih dan bebas dari praktik money politic." 

 
Gambar 1. Kegiatan Observasi dan Wawancara di Kantor Bawaslu Kota Mataram 
 
B. PEMBAHASAN 
1. STRATEGI BAWASLU DALAM MENCEGAH KASUS MONEY POLITIK  
a. Melalui Sosialisasi 

Sosialisasi merupakan salah satu strategi penting yang diterapkan oleh Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah praktik money politik. Sosialisasi adalah proses penyebaran 
informasi dan pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai isu-isu penting, 
dalam hal ini mengenai bahaya dan dampak negatif dari money politik terhadap kualitas Pemilu 
dan demokrasi. Menurut Giddens (2009), sosialisasi dalam konteks politik bertujuan untuk 
membentuk pola pikir masyarakat yang kritis terhadap proses-proses politik yang dapat 
merugikan masyarakat umum, seperti politik uang. 

Tujuan utama dari sosialisasi adalah untuk membangun kesadaran publik tentang 
pentingnya Pemilu yang bebas dari praktik politik uang dan untuk memberikan pemahaman 
tentang bagaimana money politik dapat merusak integritas Pemilu. Sosialisasi ini juga bertujuan 
untuk mendidik masyarakat agar mereka tidak mudah tergoda oleh tawaran-tawaran yang 
merusak dari calon peserta Pemilu yang menggunakan uang untuk membeli suara. Menurut 
Imron (2016), sosialisasi juga bertujuan untuk menciptakan budaya partisipasi aktif dalam 
mengawasi jalannya Pemilu, dengan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan 
di tingkat bawah. Melalui sosialisasi, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang 
jelas dan objektif tentang pengaruh buruk money politik terhadap sistem demokrasi. Hal ini 
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sejalan dengan pemikiran dari Habermas (1996), yang menyatakan bahwa komunikasi yang 
transparan dan terbuka adalah kunci untuk membentuk opini publik yang sadar akan hak-hak 
politiknya dan bertanggung jawab dalam menjaga integritas demokrasi. Manfaat lainnya adalah 
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu karena mereka merasa 
dilibatkan dalam pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu yang lebih bersih. 

Dalam konteks Bawaslu, penggunaan metode sosialisasi yang beragam, baik melalui 
pertemuan langsung dengan masyarakat, seminar, atau penggunaan media sosial, memberikan 
peluang lebih besar untuk menjangkau semua lapisan masyarakat. Dengan begitu, sosialisasi 
tidak hanya menjadi alat untuk memberikan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk 
membangun kolaborasi antara Bawaslu, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait dalam 
mencegah praktik money politik. 
b. Melalui Pengawasan 

Pengawasan adalah kegiatan untuk mengawasi dan memantau jalannya suatu kegiatan atau 
proses agar sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Pemilu, 
pengawasan bertujuan untuk mendeteksi adanya pelanggaran, khususnya terkait praktik money 
politik, yang dapat merusak kualitas Pemilu. Menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, 
pengawasan Pemilu bertujuan untuk mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil, serta untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan 
mencederai demokrasi. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu bertujuan untuk memastikan 
bahwa Pemilu dilaksanakan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kejujuran. Pengawasan 
ini bukan hanya sebatas pemantauan, melainkan juga melibatkan penegakan hukum terhadap 
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu, termasuk praktik money politik.  

Tujuan utama pengawasan adalah untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk 
pelanggaran, termasuk money politik, yang dapat merusak kredibilitas Pemilu. Pengawasan juga 
bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku dan menciptakan rasa keadilan di kalangan masyarakat. Menurut Soetandyo 
Wignjosoebroto (2010), pengawasan adalah salah satu alat untuk menjaga agar Pemilu tetap 
bersih dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, yang melibatkan berbagai pihak untuk 
memastikan keterbukaan dan akuntabilitas. Pengawasan yang efektif dapat meminimalisir 
praktik money politik, karena pelaku yang berusaha melakukan manipulasi suara dengan uang 
akan merasa terawasi dan lebih sulit untuk melaksanakan aksinya. Seperti yang dijelaskan oleh 
Anto (2021), pengawasan yang dilakukan secara konsisten dan menyeluruh di seluruh wilayah 
akan memberikan efek jera bagi mereka yang ingin melakukan pelanggaran Pemilu. Selain itu, 
pengawasan juga memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa Pemilu dilaksanakan 
dengan prinsip-prinsip yang adil dan bersih, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap 
penyelenggaraan Pemilu meningkat. 

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu diberi wewenang 
untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu dan segala tahapan Pemilu. Selain 
itu, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu harus berjalan secara transparan dan akuntabel, 
dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan tersebut. Hal ini sejalan 
dengan pendapat dari Rachman (2020), yang menekankan bahwa pengawasan yang berbasis 
pada partisipasi publik akan menghasilkan pemilu yang lebih akuntabel dan berintegritas. 
c. Melalui Media Sosial 

Media sosial adalah platform komunikasi yang memungkinkan individu atau kelompok 
untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan mendiskusikan topik tertentu secara online. Platform 
seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube, kini banyak digunakan oleh berbagai 
lembaga, termasuk Bawaslu, untuk menyebarkan pesan-pesan terkait pentingnya pemilu yang 
bersih dan mengedukasi masyarakat mengenai bahaya money politik. Media sosial saat ini 
menjadi sarana yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi, mengedukasi publik, dan 
memperkuat pengawasan terhadap praktik money politik. Penggunaan media sosial sebagai 
salah satu alat dalam pencegahan money politik memiliki banyak keuntungan, terutama dalam 
hal efisiensi waktu dan luasnya jangkauan informasi. 

Tujuan utama dari penggunaan media sosial oleh Bawaslu adalah untuk mengedukasi 
masyarakat, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap praktik money politik. Selain itu, 
media sosial juga digunakan untuk memperkuat pesan-pesan tentang pentingnya menjaga 
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integritas Pemilu dan mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan pelanggaran yang mereka 
temui. Media sosial memungkinkan Bawaslu untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih 
cepat, serta untuk memberikan informasi secara real-time. Manfaat utama dari penggunaan 
media sosial adalah kemampuannya untuk menyebarkan informasi secara cepat dan melibatkan 
masyarakat secara langsung dalam proses pengawasan. Selain itu, media sosial juga dapat 
meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu, karena masyarakat dapat dengan 
mudah berkomunikasi dan melaporkan pelanggaran melalui platform-platform tersebut. 
Menurut Kotler & Keller (2016), media sosial juga memperkuat hubungan antara lembaga 
pemerintah dan masyarakat, yang memungkinkan terciptanya keterbukaan dan transparansi 
dalam penyelenggaraan Pemilu.  

Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), 
penggunaan media sosial harus memperhatikan aspek legalitas dan akuntabilitas informasi yang 
disebarkan. Bawaslu juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, yang sejalan dengan prinsip-prinsip 
demokrasi yang diatur dalam UU Pemilu. 
2. FAKTOR  PENDUKUNG DAN  PENGHAMBAT DALAM PENCEGAHAN MONEY POLITIK  
1. Faktor Pendukung 
a. Dukungan Teknologi 

Dukungan teknologi menjadi salah satu faktor krusial dalam memperkuat upaya Bawaslu 
untuk mencegah money politik. Teknologi tidak hanya mempercepat proses pengawasan, tetapi 
juga memungkinkan pengawasan yang lebih akurat dan lebih transparan. Dengan dukungan 
teknologi informasi, Bawaslu dapat memanfaatkan perangkat seperti aplikasi pelaporan online, 
sistem pemantauan digital, dan penggunaan data besar (big data) untuk mengidentifikasi pola-
pola transaksi mencurigakan atau praktik politik uang yang tersebar di masyarakat. 

Tujuan utama penerapan teknologi dalam pengawasan Pemilu adalah untuk meningkatkan 
efektivitas pengawasan dan memungkinkan deteksi dini terhadap praktik money politik. 
Teknologi juga mempermudah pengumpulan bukti dan penyusunan laporan pengawasan secara 
lebih sistematis. Sebagai contoh, penggunaan sistem berbasis web untuk pelaporan pelanggaran 
politik uang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk melaporkan tindakan 
yang mencurigakan. Menurut Gopalan (2018), teknologi informasi menjadi alat vital untuk 
menciptakan Pemilu yang lebih transparan dan akuntabel, karena memungkinkan partisipasi 
masyarakat dalam pengawasan secara lebih langsung dan cepat. Rahman (2020) menunjukkan 
bahwa penerapan teknologi dalam pengawasan Pemilu dapat meningkatkan partisipasi publik 
dan menekan praktik politik uang. Salah satu contoh nyata adalah penggunaan aplikasi untuk 
melaporkan pelanggaran pemilu yang dapat langsung diteruskan ke Bawaslu untuk 
ditindaklanjuti. Teknologi, jika digunakan secara maksimal, memiliki potensi untuk memperkuat 
integritas Pemilu dan menjauhkan masyarakat dari praktik politik uang. 
b. Pendidikan Politik 

Pendidikan politik merupakan faktor pendukung yang sangat penting untuk menanggulangi 
praktik money politik. Pendidikan politik tidak hanya mengajarkan masyarakat tentang hak-hak 
politik mereka, tetapi juga pentingnya berpartisipasi dalam pemilu yang bebas dari pengaruh 
uang. Pendidikan politik yang baik dapat membentuk pola pikir masyarakat untuk menyadari 
bahwa pemberian uang dalam Pemilu bukan hanya ilegal tetapi juga merusak kualitas demokrasi. 

Pendidikan politik bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang 
pentingnya Pemilu yang bersih dan berintegritas. Menurut Suryadarma (2018), pendidikan 
politik harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsekuensi jangka panjang 
dari money politik, serta mengajarkan bagaimana individu bisa memilih secara bijak berdasarkan 
visi, misi, dan kualitas calon pemimpin, bukan berdasarkan iming-iming materi. Undang-Undang 
No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengamanatkan perlunya pendidikan pemilih yang bertujuan 
untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang tahapan-tahapan Pemilu 
dan dampak dari politik uang. Para ahli seperti Dahl (2000) berpendapat bahwa pendidikan 
politik yang efektif membantu masyarakat mengembangkan sikap kritis terhadap calon 
pemimpin yang menggunakan cara-cara curang untuk mendapatkan suara. 
2. Faktor Penghambat 
a. Kesenjangan Ekonomi 
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Kesenjangan ekonomi adalah salah satu hambatan terbesar dalam pencegahan money 
politik. Ketimpangan ekonomi yang ada menyebabkan sebagian besar masyarakat lebih rentan 
terhadap tawaran uang yang diberikan oleh calon peserta Pemilu, karena kebutuhan dasar 
mereka tidak tercukupi. Dalam kondisi seperti ini, money politik menjadi cara yang efektif bagi 
pihak tertentu untuk membeli suara dengan iming-iming materi. Kesenjangan ekonomi di 
Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmerataan pembangunan antara 
daerah perkotaan dan pedesaan, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan lapangan 
pekerjaan yang layak. Menurut World Bank (2019), ketimpangan pendapatan di Indonesia tetap 
tinggi, dan ini menjadi faktor yang mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam menghadapi 
Pemilu. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan cenderung lebih mudah tergoda dengan janji-
janji materi dari calon yang menawarkan uang untuk memenangkan Pemilu. Kesenjangan 
ekonomi memperburuk praktik money politik karena kelompok masyarakat yang miskin sering 
kali menjadi sasaran utama bagi praktik ini. Para politisi atau calon peserta Pemilu 
memanfaatkan ketidakmampuan ekonomi ini dengan menawarkan uang atau barang kepada 
masyarakat sebagai imbalan untuk suara mereka. Praktik ini tidak hanya merusak integritas 
Pemilu tetapi juga menumbuhkan ketidakadilan, karena yang kaya akan tetap berkuasa dan 
memperburuk kesenjangan sosial. Hal ini juga mempengaruhi kualitas demokrasi, di mana hanya 
mereka yang memiliki sumber daya ekonomi yang dapat memengaruhi jalannya Pemilu. 
b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat 

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak jangka panjang dari money politik juga 
menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam upaya pencegahan politik uang. Banyak 
masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami bahwa menerima uang dalam Pemilu tidak hanya 
melanggar hukum tetapi juga merusak kualitas demokrasi. Tanpa kesadaran yang cukup, 
masyarakat cenderung menganggap praktik ini sebagai hal yang biasa dan tidak merasa bahwa 
mereka berperan dalam merusak sistem pemilu yang seharusnya berlangsung secara bebas dan 
adil. Kurangnya kesadaran akan dampak money politik menyebabkan masyarakat tidak merasa 
bersalah atau berdosa ketika mereka menerima uang untuk memilih calon tertentu. Hal ini 
semakin diperburuk oleh praktik "vote buying" yang seringkali dianggap sebagai tradisi atau 
kebiasaan yang tidak dapat diubah. Menurut Machiavelli,  ketika masyarakat tidak memiliki 
pemahaman yang kuat tentang hak-hak politik mereka dan tidak teredukasi dengan baik, mereka 
menjadi lebih mudah dipengaruhi oleh calon yang mengandalkan politik uang. 
3. DAMPAK DARI MONEY POLITIK 
1. Merusak Integritas Demokrasi 

Money politik adalah ancaman serius bagi integritas demokrasi. Praktik ini dapat merusak 
nilai-nilai dasar dari sebuah demokrasi yang sehat, seperti keadilan, kesetaraan, dan hak memilih 
yang bebas tanpa tekanan eksternal. Sebagaimana dijelaskan oleh Sartori (2005), demokrasi yang 
sehat hanya dapat berfungsi jika proses pemilihan dilakukan secara bebas dari pengaruh uang 
dan tekanan lainnya. Money politik menciptakan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik, 
karena pemilih yang menerima uang akan cenderung memilih berdasarkan iming-iming materi, 
bukan berdasarkan program dan visi calon pemimpin. Praktik money politik menyebabkan hasil 
Pemilu tidak mencerminkan kehendak sejati masyarakat. Pemilih yang terpengaruh oleh uang 
tidak memilih berdasarkan kualitas dan integritas calon, tetapi berdasarkan keuntungan pribadi 
yang mereka dapatkan. Hal ini menyebabkan terpilihnya pemimpin yang tidak memiliki kapasitas 
untuk memimpin secara adil dan tidak fokus pada kepentingan rakyat. Menurut Pasal 22E ayat 
(1) UUD 1945, Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 
Ketika money politik terjadi, prinsip-prinsip tersebut dilanggar, dan ini merusak hak rakyat 
untuk memilih pemimpin yang berkualitas. 
2. Ketidakadilan dalam Pemilu 

Dampak lain dari praktik money politik adalah ketidakadilan dalam proses Pemilu. Money 
politik menciptakan ketidaksetaraan di antara calon peserta Pemilu, karena kandidat yang lebih 
kaya memiliki lebih banyak sumber daya untuk membeli suara. Ini menempatkan calon yang 
tidak memiliki sumber daya ekonomi dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. 
Ketidakadilan ini berakar pada ketimpangan ekonomi yang ada, di mana kelompok-kelompok 
yang lebih kaya dapat dengan mudah memperoleh dukungan suara dengan memberikan uang, 
sementara masyarakat miskin atau yang kurang teredukasi cenderung menerima tawaran 
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tersebut. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip kesetaraan dalam Pemilu, tetapi juga merusak 
kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu itu sendiri. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 
tentang Pemilu, Pemilu harus menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk 
berpartisipasi secara adil dan setara dalam proses pemilihan. Penyebab ketidakadilan ini adalah 
dominasi uang dalam politik, yang membuat mereka yang memiliki lebih banyak kekayaan 
menjadi lebih unggul dalam mempengaruhi hasil pemilu. Ini menciptakan gap yang besar dalam 
partisipasi politik dan menurunkan kualitas demokrasi. 
KESIMPULAN 
Berdasarkan dari hasil pemaparan penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh 
bawaslu dalam mencegah terjadinya kasus money politik pada pilkada 2024 mencakup 
sosialisasi, pendidikan politik, dan melalui sosial media. Faktor pendukung dalam mencegah 
money politik meliputi dukungan teknologi dan pendidikan politik, sedangkan faktor 
penghambatnya meliputi kesenjangan ekonomi masyarakat dan kurangnya kesadaran 
masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari kasus money politik meliputi perusakan integritas 
demokrasi dan ketidakadilan dalam pemilu. 
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